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I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI 
NOMOR g TAHUN 2018 

TENTANG 

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada publik. 
Barang Milik Daerah yang menjadi milik Daerah, baik yang diperoleh 
melalui dana Daerah maupun berasal dari sumber pendanaan lainnya atau 
dari pemberian perlu dilakukan pengelolaan sesuai dengan fungsinya dalam 
suatu mekanisme pengelolaan yang transparan, efisien dan akuntabel 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan 
keuangan daerah, barang milik daerah merupakan barang berwujud, dalam 
arti semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barasal dari perolehan lainnya 
yang sah. 

Untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah secara efisien 
dan efektif serta menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan barang 
milik daerah, maka pemerintah daerah harus memiliki atau 
mengembangkan sistem informasi menajemen yang komprehensif dan 
handal sebagai sarana untuk menciptakan suatu laporan 
pertanggungjawaban yang akuntabel dan kredibel di daerah. 

Pengelolaan barang milik daerah yang tertuang dalam Peraturan 
Daerah ini bertujuan untuk: 
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan Daerah; 
b. mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah; 
c. menciptakan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efesien 

dan ekonomis; 
d. memberikan pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik 

daerah; 
e. mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah; 
f. menciptakan efisiensi dan efektifitas penggunaan barang milik daerah; 
g. memberikan pedoman dalam penyusunan neraca yang dapat 

dipertanggungjawabkan yang bersumber pada daftar barang milik 
daerah; 

h. memberikan informasi mengenai status hukum barang milik daerah 
serta memberikan jaminan/kepastian hukum pengelolaan barang milik 
daerah; 

i. memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi kinerja pengelolaan 
barang milik daerah; 

j. menggamankan barang milik daerah; dan 
k. mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan barang milik 

daerah. 
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Ruang lingkup pengaturan pengelolaan barang milik daerah dalam 
Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. barang milik daerah; 
b. pejabat pengelolaan barang milik daerah; 
c. penetapan dan pertanggungjawaban pejabat pengelolaan barang milik 

daerah; 
d. perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah; 
e. pengadaan; 
f. penggunaan; 
g. pemanfaatan; 
h. pengamanan dan pemeliharaan; 
1. penilaian; 
j. pemindahtanganan; 
k. pemusnahan; 
1. penghapusan; 
m. penatausahaan; 
n. pengawasan dan pengendalian; 
o. pengelolaan Barang Milik Daerah pada PD yang menggunakan pola 

pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 
p. Barang Milik Daerah berupa rumah negara; dan 
q. ganti rugi dan sanksi. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Hurufa 

U Yang dimaksud dengan fungsional adalah pengelolaan barang 
milik daerah oleh pemegang kekuasaan pengelolaan barang, 
pengelola barang, Pembantu pengelola barang, pengguna 
barang, dan Kuasa pengguna barang harus dilaksanakan 
sesuai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. 

Hurufb 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah pengelolaan 
barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum 
dan ketentuan peraturan perudang-undangan. 

Yang dimaksud dengan transaparan adalah penyelengaraan 
pengelolaan barang milik daerah harus mampu memberikan 
keterangan yang jelas terhadap hak masyarakat dalam 
memperoleh informasi secara benar. 



Hurufd 

Hurufe 

Huruff 

'-1 Pasal 5 
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Yang dimaksud dengan efisien adalah pengelolaan barang milik 
daerah diarahkan agar barang milik daerah diarahkan agar 
barang milik daerah dapat digunakan sesuai batasan-batasan 
standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang 
penyelengeraan tugas pokok dan fungsi Pemerintah daerah 
secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah setiap kegiatan 
pengelolaan barang milik daerah harus dapat 
dipertanggungjawabkan dari segi fisik, administrative maupun 
keuangan. 

Yang dimaksud dengan kepastian nilai adalah pengelolaan 
barang milik daerah harus dapat disajikan secara akurat 
mengenai jumlah dan nilai barang milik daerah dalam rangka 
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan serta 
penyusunan buku induk inventaris dan neraca daerah. 

Cukup jelas. 

u 

Pasal 6 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Hurufa 
Barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas 
beban APBD dilengkapi dengan dokumen pengadaan. 

Hurufb 
Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya 
yang sah dilengkapi dengan dokumen perolehan. 

Hurufa 
Barang yang diperoleh dari hibah/ sumbangan atau 
sejenis meliputi hibah/ sumbangan atau yang sejenis dari 
negara/lembaga intemasional sesuai peraturan 
perundang-undangan. 

Hurufb 
Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari 
perjanjian/kontrak antara lain berasal dari: 
a. kontrak karya; 
b. kontrak bagi hasil; 
c. kontrak kerjasama; 
d. perjanjian dengan negara lain/lembaga intemasional; 

dan 
e. kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha 

dalam penyediaan infrastruktur 
Hurufc 

Cukup jelas. 
Hurufd 

Cukup jelas. 
Hurufe 

Cukup jelas. 



Pasal 7 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 
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Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan barang milik daerah bersifat berwujud 
antara lain kendaraan dinas, rumah Negara, sarana prasarana 
perkantoran, tanah, dan sebagainya. 

Pasal 8 

Yang dimaksud dengan barang milik daerah bersifat tidak 
berwujud adalah barang milik daerah berupa software, aplikasi, 
jaringan internet, dan sebagainya. 

Cukup jelas. 

Pasal 9 
Cukup jelas. 

\_I Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas. 

Pasal 13 
Cukup jelas. 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukup jelas. 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukup jelas. 

Pasal 18 
Cukup jelas. 

Pasal 19 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "ketersediaan Barang Milik Daerah 
yang ada" adalah Barang Milik Daerah, baik yang ada di 
Pengelola Barang maupun Pengguna Barang. 

Cukup jelas. 



Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Ayat (6) 

Ayat (7) 

Ayat (8) 

Pasal 20 
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Perencanaan pengadaan dibuat dengan mempertimbangkan 
pengadaan barang melalui mekanisme pembelian, Pinjam 
Pakai, Sewa, sewa beli (leasing), a tau mekanisme lainnya yang 
lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah. 
Perencanaan pemeliharaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, 
dan Penghapusan Barang Milik Daerah dapat dilakukan untuk 
periode 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) tahun. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan standar barang adalah spesifikasi 
barang yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan 
pengadaan barang mi1ik daerah dalam perencanaan 
kebutuhan. 
Yang dimaksud dengan standar kebutuhan barang adalah 
satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan 
perhitungan pengadaan dan penggunaan barang milik daerah 
dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah pada 
SKPD. 
Yang dimaksud dengan standar harga adalah besaran harga 
yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah 
dalam perencanaan kebutuhan. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 21 
Cukup jelas. 

Pasal 22 
Cukup jelas. 

Pasal 23 
Cukup jelas. 

Pasal 24 
Cukup jelas. 

Pasal 25 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah selain tanah 
dan/ atau bangunan dengan kondisi tertentu antara lain 
Barang Milik Daerah yang tidak mempunyai bukti kepemilikan 
atau dengan nilai tertentu. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 26 
Cukup jelas. 

Pasal 27 
Cukup jelas. 

Pasal 28 
Cukup jelas. 

Pasal 29 
Cukup jelas. 

Pasal 30 
U Cukup jelas. 

Pasal 31 
Cukup jelas. 

Pasal 32 
Cukup jelas. 

Pasal 33 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Pasal 34 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Hurufa 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Hurufc 
Tennasuk dalam pengertian "sumber lain" antara lain 
hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian yang 
dilakukan oleh Pengelola Barang atau Bupati dan laporan 
dari masyarakat. 

Cukup jelas. 

Hurufa 
Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan 
Pengelola Barang antara lain tanah dan/ atau bangunan 
yang diserahkan kepada Pengelola Barang. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "pertimbangan teknis" antara lain 
berkenaan dengan kondisi atau keadaan Barang Milik Daerah 
dan rencana Penggunaan. 
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Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 35 
Cukup jelas. 

Pasal 36 
Cukup jelas. 

Pasal 37 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Ayat (6) 

Ayat (7) 

Ayat (8) 

Ayat (9) 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Hurufa 
Yang dimaksud dengan "kerja sama infrastruktur" adalah 
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan "ditentukan lain dalam Undang­
Undang" seperti jangka waktu Sewa rumah susun. 

Yang dimaksud dengan "formula tarif Sewa" adalah 
perhitungan nilai Sewa dengan cara mengalikan suatu indeks 
tertentu dengan nilai Barang Milik Daerah. Yang dimaksud 
dengan "besaran Sewa" adalah besaran nilai nominal Sewa 
Barang Milik Daerah yang ditentukan. 

Yang dimaksud dengan "mempertimbangkan nilai 
keekonomian" antara lain dengan mempertimbangkan daya 
beli/kemampuan membayar (ability to pay) masyarakat 
dan/ atau kemauan membayar (willingness to pay) masyarakat. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 39 
Cukup jelas. 
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Pasal 40 
Cukup jelas. 

Pasal 41 
Cukup jelas. 

Pasal 42 
Cukup jelas. 

Pasal 43 
Cukup jelas. 

Pasal 44 
Cukup jelas. 

Pasal 45 
Cukup jelas. 

Pasal 46 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Cukup jelas. 

Pasal 48 
Ayat (1) 

Tidak termasuk dalam pengertian Pinjam Pakai adalah 
pengalihan Penggunaan barang antar Pengguna Barang Milik 
Negara atau antar Pengguna Barang Milik Daerah. 

Ayat (2} 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Pasal 49 
Cukup jelas. 

Pasal 50 
Cukup jelas. 

Pasal 51 
Ayat (1) 

Hurufa 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Yang termasuk "Barang Milik Daerah yang bersifat 
khusus" antara lain: 
a. barang yang mempunyai spesifikasi tertentu sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 
b. barang yang memiliki tingkat kompleksitas khusus 

seperti bandar udara, pelabuhan laut, kilang, instalasi 
tenaga listrik, dan bendungan/waduk; 



Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Ayat (6) 

Pasal 52 
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c. barang yang dikerjasamakan dalam investasi yang 
berdasarkan perjanjian hubungan bilateral antar 
negara; atau 

d. barang lain yang ditetapkan oleh Bupati. 
Hurufc 

Cukup jelas. 
Hurufd 

Cukup jelas. 
Huruf e 

Perhitungan besaran konstribusi pembagian keuntungan 
yang merupakan bagian Pemerintah Daerah harus 
memperhatikan perbandingan nilai Barang Milik Daerah 
yang dijadikan objek Kerja Sama Pemanfaatan dan 
manfaat lain yang diterima Pemerintah Daerah dengan 
nilai investasi mitra dalam Kerja Sama Pemanfaatan. 

Huruff 
Cukup jelas. 

Hurufg 
Cukup jelas. 

Hurufh 
Cukup jelas. 

Hurufi 
Cukup jelas. 

Hurufj 
Cukup jelas. 

Hurufk 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian 
keuntungan dilakukan dengan mempertimbangkan 
kemampuan keuangan Badan Usaha Milik Daerah. 

Cukup jelas. 

Pasal 53 
Cukup jelas. 

Pasal 54 
Cukup jelas. 

Pasal 55 
Cukup jelas. 

Pasal 56 
Cukup jelas. 



- 10 -

Pasal 57 
Cukup jelas. 

Pasal 58 
Cukup jelas. 

Pasal 59 
Cukup jelas. 

Pasal 60 
Cukup jelas. 

Pasal 61 
Cukup jelas. 

Pasal 62 
Cukup jelas. 

Pasal 63 
Cukup jelas. 

Pasal 64 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Pasal 65 

Yang dimaksud dengan "pemelihara.an" adalah suatu rangkaian 
kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua 
Barang Milik Daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak 
serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 

Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang merupakan bagian 
dari Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 66 
Cukup jelas. 

Pasal 67 
Cukup jelas. 

Pasal 68 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "Penilai Pemerintah" adalah Penilai 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah yang diangkat 
oleh kuasa Menteri Keuangan serta diberi tugas, wewenang, 
dan tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk 
atas basil penilaiannya secara independen. 
Yang dimaksud dengan "Penilai Publik" adalah Penilai selain 
Penilai Pemerintah yang mempunyai izin praktik Penilaian dan 
menjadi anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah. 



Ayat (2) 

Pasal 69 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Pasal 70 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Pasal 71 
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Yang dimaksud dengan "nilai wajar" adalah estimasi harga 
yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk 
penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami 
dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada 
tanggal Penilaian. 
Nilai wajar yang diperoleh dari basil Penilaian menjadi 
tanggung jawab Penilai. 
Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang­
undangan" diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai 
standar Penilaian. 

Yang dimaksud dengan "tim" adalah panitia penaksir harga 
yang unsurnya terdiri dari instansi terkait. 
Yang dimaksud dengan "Penilai" adalah Penilai Pemerintah 
atau Penilai Publik. 

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundang­
undangan" diantaranya ketentuan yang mengatur mengenai 
standar Penilaian. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "Penilaian kembali" adalah proses 
revaluasi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang metode 
penilaiannya dilaksanakan sesuai standar Penilaian. 

Yang dimaksud dengan "ketentuan Pemerintah yang berlaku 
secara nasional" adalah kebijakan yang ditetapkan oleh 
Pemerintah untuk seluruh entitas Pemerintah Pusat. 

Cukup jelas. 

Pasal 72 
Cukup jelas. 

Pasal 73 
Cukup jelas. 

Pasal 74 
Cukup jelas. 

Pasal 75 
Cukup jelas. 
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Pasal 76 
Yang dimaksud dengan "tidak digunakan/dimanfaatkan" adalah Barang 
Milik Daerah tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah atau tidak 
dimanfaatkan oleh pihak lain 

Pasal 77 
Ayat (1) 

Ayat (2) 

Ayat (3) 

Ayat (4) 

Ayat (5) 

Pasal 78 

Yang dimaksud dengan "lelang" adalah Penjualan Barang Milik 
Daerah yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga 
secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau 
menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului 
dengan pengumuman lelang dan harus dilakukan di hadapan 
pejabat lelang. 

Hurufa 
Yang termasuk "Barang Milik Negara/Daerah yang 
bersifat khusus" adalah barang-barang yang diatur 
secara khusus sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundangan, misalnya Rumah Negara golongan III yang 
dijual kepada penghuni. 

Hurufb 
Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Yang dimaksud dengan "nilai limit" adalah harga minimal 
barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Pengelola 
Barang/Pengguna Barang selaku penjual. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 79 
Cukup jelas. 

Pasal 80 
Cukup jelas. 

Pasal 81 
Ayat (1) 

Hurufa 
Cukup jelas. 

Hurufb 
Tanah dan/atau bangunan yang berada di Pengguna 
Barang antara lain tanah dan/ atau bangunan yang 
masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan 
fungsi Pengguna Barang tetapi tidak sesuai dengan tata 
ruang wilayah atau penataan kota. 

Hurufc 
Cukup jelas. 
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Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 
Cukup jelas. 

Ayat (4) 
Cukup jelas. 

Ayat (5) 
Cukup jelas. 

Pasal 82 
Cukup jelas. 

Pasal 83 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan pemerintahan 
daerah" adalah termasuk hubungan antar daerah, hubungan 
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, 
hubungan antara Pemerintah Daerah dengan 
masyarakat/lembaga internasional, dan pelaksanaan kegiatan 
yang menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah 
Pusat atau Pemerintah Daerah. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 84 
Cukup jelas. 

Pasal 85 
Cukup jelas. 

Pasal 86 
Cukup jelas. 

Pasal 87 
Cukup jelas. 

Pasal 88 
Cukup jelas. 

Pasal 89 
Cukup jelas. 

Pasal 90 
Cukup jelas. 

Pasal 91 
Cukup jelas. 

Pasal 92 
Cukup jelas. 

Pasal 93 
Cukup jelas. 
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Pasal 94 
Cukup jelas. 

Pasal 95 
Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan "beralihnya kepemilikan" antara lain 
karena atas Barang Milik Daerah dimaksud telah terjadi 
Pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan 
sudah tidak ada upaya hukum lainnya. 

Ayat (2) 

Pasal 96 

Yang dimaksud dengan "karena sebab lain" antara lain karena 
hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, dan mencair. 

Cukup jelas. 

Cukup jelas. 

Pasal 97 
U Cukup jelas. 

Pasal 98 
Cukup jelas. 

Pasal 99 
Cukup jelas. 

Pasal 100 
Cukup jelas. 

Pasal 101 
Cukup jelas. 

Pasal 102 
Cukup jelas. 

Pasal 103 
Cukup jelas. 

Pasal 104 
Cukup jelas. 

Pasal 105 
Cukup jelas. 

Pasal 106 
Cukup jelas. 

Pasal 107 
Cukup jelas. 

Pasal 108 
Cukup jelas. 
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Pasal 109 
Cukup jelas. 

Pasal 110 
Cukup jelas. 

Pasal 111 
Cukup jelas. 

Pasal 112 
Cukup jelas. 

Pasal 113 
Cukup jelas. 

Pasal 114 
Cukup jelas. 

Pasal 115 
Cukup jelas. 

Pasal 116 
Cukup jelas. 

- 15 -

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR '2?,9 


